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VISI DAN MISI INSTITUSI

AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

VISI

Menjadi lembaga pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang kompeten, berjiwa Pancasila dan berwawasan global pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan lulusan pada tahun 2031.

MISI

Misi Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi adalah

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang kesehatan yang berorientasi pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan (IPTEKKes) yang berakhlak mulia.

2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan (IPTEKKes).

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan (IPTEKKes) dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

4. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat dengan memperhatikan pengembangan sumberdaya manusia dan sarana prasarana untuk menunjang keunggulan institusi.

5. Menyelenggarakan kerja sama dengan stakeholders dan Institusi di tingkat nasional dan Internasional dalam rangka mendukung kegiatan akademik dan non akademik.

VISI MISI PROGRAM STUDI

AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

VISI

Menjadi program studi D3 yang menghasilkan perawat vokasional yang berakhlak mulia, kompeten, dan unggul di bidang homecare serta mampu bersaing secara nasional dan berwawasan global pada tahun 2031.

MISI

Misi Program Studi Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi adalah

1. Menyelenggarakan pendidikan keperawatan yang menghasilkan lulusan ahli madya keperawatan yang berorientasi pada pelayanan homecare dengan mengedepankan sikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab serta berwawasan global.

2. Menyelenggarakan penelitian kesehatan yang sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan (IPTEKKes) dengan mengedepankan sikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab.

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan (IPTEKes) dengan mengedepankan sikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab.

4. Menyelenggarakan tata kelola prodi yang sehat dengan terus memperhatikan pengembangan Sumber Saya Manusia dan sarana prasarana yang menunjang keunggulan program studi.

5. Menyelenggarakan kerja sama dan memanfaatkan teknologi informasi terkini untuk mendukung perkembangan program studi
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TOPIK 1
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Pengertian Warga Negara  

Menurut Aristoteles warga negara adalah seluruh manusia yang menjadi komponen tubuh politik yang terdiri dari bagian-bagian untuk membentuk negara.

Menurut A.S. Hikam, warga negara adalah anggota dari suatu komunitas atau kelompok yang membentuk suatu negara.

Menurut Koerniatmanto S, warga negara merupakan anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, memiliki hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal-balik terhadap negaranya.
Menurut Ko Swaw Sik, warga negara diartikan sebagai semua orang yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara.
Menurut Purwadarminta, warga negara merupakan orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara.
Menurut Stanley E. Ptnord dan Etner F.Peliger, warga negara adalah sebuah pengkajian yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara.

Menurut Pasal 26 UUD 1945 (amandemen) warga negara ialah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara(ayat(1)).
Undang-undang yang mengatur tentang penduduk dan hubungan negara dengan warga negara di Indonesia adalah Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia (UUKI) tahun 2006. Berdasarkan undang-undang tersebut adalah, seseorang dapat dikatakan sebagai WNI apabila :
1. Orang tersebut yang berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dan sebelum berlakunya UUKI tahun 2006 sudah menjadi WNI.

2. Anak dari perkawinan yang sah (diakui secara resmi) dari seorang ayah dan ibu WNI

3. Anak dari perkawinan yang sah (diakui oleh hukum agama dan negara) antara ayah WNI dengan ibu WNA

4. Anak dari perkawinan yang sah (resmi menurut hukum agam dan negara) antara ayah WNA, namun ibunya adalah WNI.

5. Orang tersebut adalah anak dari perkawinan yang sah antara ibu WNI dan ayah yang tidak mempunyai pengertian status kewarganegaraan. Sah berarti resmi secara agama dan tercatat dalam catatan negara. Tidak bisa hanya sah secara agama.

6. Anak dari perkawinan yang sah antara ibu WNI dan ayah WNA, dan anak tersebut tidak memperoleh kewarganegaraan dari negara asal ayah.

7. Anak yang terlahir dari perkawinan yang sah di mana ayah adalah WNI dan telah meninggal dengan masa tenggang 300 hari sebelum kelahiran.

8. Anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah namun ibunya adalah WNI

9. Anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah dengan ibu WNA dan ayahnya WNI, di mana ayahnya mengakuinya sebagai anak sebelum usia 18 tahun atau sebelum kawin

10. Anak yang kelahirannya di wilayah Indonesia dengan status kewarganegaraan ayah dan ibu tidak jelas atau tidak diketahui keberadaannya. Termasuk di dalamnya anak yang terlahir tidak diketahui siapa ayah dan ibunya / diterlantarkan.

11. Anak yang lahir di luar wilayah Indonesia dengan ayah dan ibu WNI, namun negara tempat dilahirkannya juga memberikan kewarganegaraan.

12. Anak dari ayah atau ibu WNA yang sudah dikabulkan permohonannya menjadi WNI, namun ayah dan ibu telah meninggal sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia pada Indonesia.
Syarat-Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia
Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Kewarganegaraan, syarat-syarat WNA menjadi WNI yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin;

2. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;

3. sehat jasmani dan rohani;

4. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

6. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;

7. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan

8. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
B. Pengertian Hak dan Kewajiban WNI 

Secara umum,hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik atau punya kita serta dalam penggunaannya tergantung oleh diri kita sendiri.

Menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
Menurut Soerjono Soekanto, hak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Hak searah (relatif), adalah hak yang muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian, misalnya seperti hak menagih atau hak melunasi prestasi.

2. Hak jamak arah (absolut), bisa berupa hak dalam hukum tata negara, hak kepribadian (hak hidup, hak kebebasan), hak kekeluargaan (suami-istri, hak orang tua, hak anak), dan hak atas objek imateriel (hak cipta, merk, hak paten).
Menurut John Salmond, hak memiliki 4 (empat) definisi dan pengertian yakni:

1. Hak dalam arti sempit, yakni hak sesuatu yang berpasangan dengan kewajiban.

2. Hak kemerdekaan, yakni hak memberikan kemerdekaan kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang diberikan oleh hukum namun tidak untuk menggangu, melanggar, menyalahgunakan sehingga melanggar hak orang lain, dan pembebasan dari hak orang lain.

3. Hak kekuasaan, yakni hak yang diberikan untuk melalui jalan dan cara hukum, untuk mengubah hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban atau lain-lain dalam hubungan hukum.

4. Hak kekebalan atau imunitas, yakni hak untuk dibebaskan dari kekuasaan hukum orang lain.
Menurut Curzon, hak dikelompokan menjadi 5 (lima), yakni:
1. Hak sempurna, merupakan hak yang dapat dilaksanakan dan dipaksakan melalui hukum.

2. Hak utama, merupakan hak yang diperluas oleh hak-hak lain, hak tambahan, melengkapi hak utama.

3. Hak publik, merupakan hak yang ada pada masyarakat, negara dan hak perdata, ada pada seseorang.

4. Hak positif, merupakan hak menuntut dilakukannya perbuatan.

5. Hak milik, merupakan hak yang berkaitan dengan barang dan hak pribadi berkaitan dengan kedudukan seseorang
Secara umum pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan adanya rasa tanggung jawab dalam diri tiap orang.
Menurut Prof. Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Menurut Curzon, kewajiban dikelompokan menjadi 5 (lima), yakni:

1. Kewajiban mutlak, yang tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di lain pihak.

2. Kewajiban publik, dimana dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik, maka wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata.

3. Kewajiban positif, yakni kewajiban yang menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu.

4. Kewajiban universal atau umum, yakni awajiban yang ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum, ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian.

5. Kewajiban primer, yakni kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum.
Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945

Dalam UUD 1945, pasal-pasal yang membahas hak dan kewajiban warga negara ada pada pasal 27 sampai pasal 31.
Hak Warga Negara

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2).

2. Hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara (pasal 27 ayat 3).

3. Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (pasal 28A).

4. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).

5. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B ayat 2).

6. Pasal 28C

7. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya (pasal 28C ayat 1).

8. Hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya (pasal 28C ayat 1).

9. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (pasal 28C ayat 2).

10. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 28D ayat 1).

11. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28D ayat 2).

12. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D ayat 3).

13. Hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (pasal 28E ayat 1).

14. Hak memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (pasal 28E ayat 1).

15. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (pasal 28E ayat 2).

16. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (pasal 28E ayat 3).

17. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya (pasal 28F).

18. Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (pasal 28F).

19. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya (pasal 28G ayat 1).

20. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (pasal 28G ayat 1).

21. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (pasal 28G ayat 2).

22. Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (pasal 28H ayat 1).

23. Hak memperoleh pelayanan kesehatan (pasal 28H ayat 1).

24. Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (pasal 28H ayat 2).

25. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (pasal 28H ayat 3).

26. Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (pasal 28H ayat 4).

27. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (pasal 28I ayat 1).

28. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (pasal 28I ayat 2).

29. Hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 29 ayat 2).

30. Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1).

31. Hak mendapat pendidikan (pasal 31 ayat 1).

Kewajiban Warga Negara

1. Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan asas persamaan kedudukan dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat 1).

2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (pasal 27 ayat 3).

3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (pasal 28J ayat 1).

4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain (pasal 28J ayat2).

5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1).

6. Wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (pasal 31 ayat 2)
TOPIK 2
 GEOPOLITIK INDONESIA
A. Wilayah sebagai ruang lingkup 

Sebuah negara tentu harus memiliki wilayah sehingga bisa melakukan suatu kegiatan pemerintahan baik ke dalam maupun ke luar.Ruang lingkup wilayah negara adalah satu kesatuan suatu negara. Indonesia sebagai suatu negara pastinya memiliki wilayah.
1. Wilayah daratan 

Wilayah daratan diartikan sebagai suatu bagian daratan di permukaan bumi yang menjadi tempat bermukim dan berdiam warga negara atau penduduk negara. Ruang lingkup daratan ini mencakup permukaan tanah di daratan dan tanah di bawah daratan tersebut.
Daratan Indonesia tersusun atas pulau-pulau yang berderet dari Aceh sampai Papua. Pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh laut-laut sempit.
2. Wilayah perairan

Wilayah perairan adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara. Dalam Pasal 1 Ayat 4 UU No 6 tahun 1996 menjelaskan bahwa perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan di dalamnya.

Wilayah laut teritorial Indonesia diantaranya Laut Jawa, Laut Natuna, Laut Banda, Laut Sulawesi, Laut Arafuru dan lainnya.

3. Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya

Wilayah negara juga terkait dengan dasar laut dan tanah di bawah perairan. Hal ini berarti suatu negara punya hak kedaulatan untuk mengeksplorasi kekayaan alam di bawah laut untuk kepentingan hajat hidup masyarakat.
4. Wilayah ruang angkasa

Wilayah ruang udara atau angkasa adalah bagian wilayah negara yang terletak diatas permukaan wilayah daratan dan diatas permukaan wilayah perairan.
Selain 4 wilayah diatas, ada juga istilah wilayah ekstrateritorial negara. Wilayah ekstrateritorial adalah suatu wilayah atau daerah karena ketetapan hukum internasional maka dianggap sebagai wilayah atau bagian wilayah suatu negara. Contohnya adalah wilayah kedutaan negara di luar negeri.
B. Otonomi daerah 

Pengertian otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah.Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa Latin. Kata otonomi berasal dari kata “autos” yang memiliki arti “sendiri”, kata kedua berasal dari kata “nomos” yang memiliki arti “Aturan”.
Berdasarkan etimologi otonomi memiliki arti pengaturan sendiri, memerintah sendiri atau mengatur. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah dua hal yang berbeda. Dalam makna sempit, otonomi memiliki arti mandiri.

Dalam makna luas memiliki arti berdaya.  Maka dari itu, otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah. Kemandirian tersebut berkaitan dengan pembuatan dan keputusan mengenai hal-hal penting yang ada di daerahnya sendiri.

Menurut Sugeng Istianto
Otonomi Daerah merupakan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan wewenang suatu daerah dalam mengurus rumah tangga daerah.

Menurut Syarif Saleh

Otonomi daerah adalah sebuah hak untuk mengatur dan memberi perintah. Adapun yang yang diatur dan diberi perintah adalah daerah sendiri tersebut. Hak tersebut adalah hak yang didapatkan dari pemerintah pusat.

Menurut  Kansil

Menurut Kansil, otonomi daerah menyangkut tiga hal. Hal tersebut adalah hak, wewenang dan kewajiban. Tiga hal tersebut berkaitan dengan daerahnya, yaitu untuk mengatur sekaligus mengurus daerahnya. Tentunya sesuai dengan peraturan dari undang-undang yang masih berlaku.

Menurut Widjaja

Widjaja menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah salah satu bentuk dari desentralisasi pemerintahan. Bentuk tersebut pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan. Kepentingan yang dimaksud disini adalah kepentingan dari bangsa dan negara.

Otonomi daerah dilakukan untuk memenuhi kepentingan secara menyeluruh. Caranya dengan melakukan upaya yang tentu lebih baik. Contohnya dalam mendekatkan berbagai tujuan dari penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Philip Mahwood
Otonomi daerah adalah hak yang berasal dari masyarakat sipil. Hak itu dimaksudkan untuk mendapat sebuah kesempatan. Seperti kesempatan untuk diperlakukan secara sama.

Contohnya dalam mengekspresikan sesuatu, berusaha untuk mempertahankan kepentingan masyarakat masing-masing dan ikut serta di dalam mengendalikan sesuatu. Seperti mengendalikan penyelenggaraan dari kinerja pemerintah daerah tersebut.

Menurut Benyamin Hoesein
Otonomi daerah menurut Benyamin Hoesein adalah suatu pemerintahan yang dibuat oleh rakyat. Pemerintahan tersebut dibuat untuk rakyat. Pemerintahan tersebut berada di bagian wilayah negara secara informal dan berada di luar pemerintahan pusat.
Menurut Mariun

Mariun menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kebebasan tersebut memungkinkan mereka untuk membuat sebuah inisiatif sendiri. Inisiatif tersebut digunakan untuk mengatur daerahnya.

Selain mengatur, juga diperuntukan untuk mengoptimalkan daerahnya. Seperti mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Ini membuat daerah tersebut memiliki kebebasan penuh untuk daerahnya.

Menurut Vincent Lemius

Otonomi daerah adalah sebuah kebebasan atau kewenangan. Kedua arti tersebut mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan politik. Contohnya seperti membuat keputusan politik. Seperti administrasi yang memang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
TUJUAN OTONOMI DAERAH
1. Meningkatkan pelayanan kepada para masyarakat.

2. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang didasari oleh demokrasi.

3. Mewujudkan suatu keadilan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat.

4. Mewujudkan pemerataan daerah.

5. Memelihara hubungan yang serasi dan baik. Hubungan yang dimaksud adalah antara pusat dan daerah. Selain itu, menjalin hubungan baik antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

6. Mendorong upaya pemberdayaan masyarakat.

7. Menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas. Serta meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan peran juga fungsi dari pihak DPRD.
PRINSIP OTONOMI DAERAH
1. Prinsip otonomi seluas-luasnya
Prinsip otonomi seluas luasnya memiliki arti bahwa suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut dipakai untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri. 
Kewenangan ini juga membuat daerah dapat mengatur pemerintahannya sendiri.Akan tetapi, harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti ketika sebuah hal menjadi kewenangan pemerintah pusat. Maka pemerintah daerah harus mengikuti aturan dari undang-undang tersebut.
2. Prinsip otonomi nyata

Berdasarkan prinsip otonomi nyata, suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut digunakan untuk menangani urusan-urusan dari pemerintahan. Urusan tersebut didasarkan dari sebuah tugas, wewenang serta kewajiban
Ketiga hal tersebut secara nyata sudah ada dan memiliki potensi untuk terus bertumbuh. Selain itu, memiliki potensi untuk terus berkembang. Serta hidup sesuai dengan potensi dari daerah tertentu.
3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab

Prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab ini memiliki makna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini harus disesuaikan serta diperhatikan.

Mengenai tujuan dan maksud dari pemberian otonomi.Tujuan-tujuan yang akan dicapai menurut prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah mampu dan dapat memberdayakan daerahnya masing-masing. Ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang luas.
ASAS OTONOMI DAERAH
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Asas-asas tersebut antara lain adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
1. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah sebuah penyerahan wewenang. Penyerahan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus daerahnya tersebut secara mandiri. Hal ini berdasarkan dari asas otonom.

2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah sebagian urusan dari pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat pada gubernur. Hal tersebut karena gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat.
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pada instansi vertikal di sebuah wilayah tertentu, dan/atau pada gubernur dan walikota atau bupati sebagai penanggung jawab dari urusan pemerintahan umum.

3. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

LANDASAN HUKUM OTONOMI DAERAH 

Adapun landasan atau dasar hukum dari penerapan otonomi daerah adalah sebagai        berikut:
1. Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2, terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 sampai 7, Pasal 18 A ayat 1 dan 2 dan Pasal 18 B ayat 1 dan 2.

2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

4. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat
TOPIK 3  
GEOSTRATEGIC INDONESIA

A. KONSEP ASTA GATRA 

Gatra Ketahanan Nasional Indonesia disebut Asta Gatra (delapan gatra), yang terdiri atas Tri Gatra (tiga gatra) dan Panca Gatra (lima gatra).                                                      Unsur atau gatra dalam Ketahanan Nasional Indonesia tersebut adalah sebagai berikut; Tiga aspek kehidupan alamiah (tri gatra), yaitu :

1. Gatra letak dan kedudukan geografi

2. Gatra keadaan dan kekayaan alam

3. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk
Lima aspek kehidupan sosial (panca gatra) yaitu :

1. Gatra ideologi

2. Gatra politik

3. Gatra ekonomi

4. Gatra sosial budaya (sosbud)

5. Gatra pertahanan dan keamanan (hankam)
Adapun penjelasan dari masing-masing gatra adalah :

a. Gatra letak geografi atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi;

b. Bentuk wilayah negara : dapat berupa negara pantai, negara kepulauan atau negara kontinental

c. Luas wilayah negara : ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit (kecil)

d. Posisi geografis, astronomis, dan geologis negara

e. Daya dukung wilayah negara ; ada wilayah yang habittable dan ada wilayah yang unhabittable
Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah, baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu keberadaannya perlu dijaga kelestariannya. Kedaulatan wilayah nasional, merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan menjadi modal dasar pembangunan. Selanjutnya pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional.

Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional adalah meliputi :

a.   Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan ; mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang

b.   Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam

c.   Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup

d.   Kontrol atas sumber daya alam

Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Penduduk yang produktif, atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup (geografi), baik fisik maupun sosial.
Gatra ideologi menunjuk pada perangkat ideologis untuk mempersatukan persepsi dan mempersatukan bangsa, yaitu Pancasila. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan ini mempunyai dua peluang, yakni : di satu sisi berpotensi perpecahan, dan di sisi lain sebagai kekayaan bangsa dan menumbuhkan rasa kebanggaan, Unsur ideologi diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini.

Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetapi stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, sehingga pada gilirannya akan memantapkan ketahanan nasional suatu bangsa.

B. INDONESIA DAN PERDAMAIAN DUNIA 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perdamaian adalah penghentian permusuhan atau persilisihan dan sebagainya.  Perdamaian dunia diartikan sebagai gagasan perdamaian, kebebasan, dan kebahagiaan bagi seluruh negara. 
Perdamaian dunia dilakukan melalui hak asasi manusia, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga mengakhiri semua pertikaian yang terjadi diseluruh dunia. Perdamaian dunia dapat tercapai bila seluruh negara berada dalam satu imperium dengan undang-undang yang seragam bagi semua negara.

 Perdamaian dunia bagi sebuah negara adalah hal yang penting untuk kemajuan bangsanya. Hal ini karena perdamaian dunia memiliki andil besar dalam terwujudnya kemajuan sebuah bangsa.
Peranan Indonesia dalam perdamaian dunia sejalan dengan salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

TOPIK 4 
WAWASAN NUSANTARA
Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara berdasarkan UUD 1945.
Menurut Prof. Wan Usman

Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam

Menurut Munadjat Danusaputro (1981)

Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling terhubung, serta pemekarannya di tengah lingkungan berdasarkan asas nusantara

Menurut Sumarsono (2002)

Wawasan nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara.

Menurut Samsul Wahidin (2010)

Wawasan nusantara memiliki arti cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir dan tingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikologis, sosiokultural dalam arti luas dengan aspek-aspek asta grata

Menurut Srijanti, Kaelan, dan Achmad Zubaidi (2007)

Wawasan nusantara ialah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta sesuai wilayah geografis nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita nasional.

Menurut M. Panggabean (1979)
Wawasan nusantara adalah doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, geografi, demografi, teknologi dan peluang strategis lainnya.

Sabarti Akhadiah MK (1997)
Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai bentuk aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermanfaat yang menjiwai kebijakan dalam mencapai tujuan bangsa.

Tujuan Wawasan Nusantara 

a. mewujudkan suatu kesatuan cara pandang dan partisipasi aktif bangsa dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial;

b. mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia;

c. memberdayakan potensi keanekeragaman nusantara;

d. mewujudkan satu perikehidupan bangsa yang berkapasitas, berbhineka dan berjati diri.
Ruang Lingkup Wawasan Nusantara

Ruang lingkup wawasan nusantara mencakup seluruh pandangan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan negara dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Wawasan Nusantara terdiri atas:

1. Wawasan Nusantara Bidang Hukum;

2. Wawasan Nusantara Bidang Politik dan Ketatanegaraan:

3. Wawasan Nusantara Bidang Ekonomi;

4. Wawasan Nusantara Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan;

5. Wawasan Nusantara Bidang Sosial dan Budaya; dan

6. Wawasan Nusantara Bidang Pertahanan dan Keamanan.
 

 



TOPIK 5 
 


KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA 

A. PROFIL KETAHANAN NASIONAL 

Menurut Sigit Dwi Kusrahmadi, istilah ketahanan nasional adalah hal-hal yang berkaitan dengan keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

Menurut Dr. Subroto, M.A.: Ketahanan nasional adalah “kemampuan bangsa dan negara untuk mencapai tujuan nasional, dalam rangka melindungi kepentingan nasional serta membina dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa.”

Menurut Dr. Roeslan Abdulgani: Ketahanan nasional adalah “kemampuan bangsa untuk menjamin keberlanjutan nasional yang mencakup dua dimensi yaitu keberlanjutan bangsa dan keberlanjutan negara.”

Menurut Dr. J. Soedjati Djiwandono: Ketahanan nasional adalah “kemampuan suatu negara untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara serta melindungi nilai-nilai luhur bangsa dari berbagai ancaman dan tantangan.”

Menurut Dr. Mohtar Mas’oed: Ketahanan nasional adalah “kemampuan bangsa dan negara untuk menjaga dan mempertahankan identitas, kedaulatan, dan integritas wilayah dalam menghadapi segala macam ancaman dan tantangan yang mengancam.”

Menurut Dr. Emil Salim: Ketahanan nasional adalah “kemampuan bangsa untuk menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan ancaman yang datang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.”

Menurut Dr. Mubyarto: Ketahanan nasional adalah “kemampuan bangsa untuk mencapai dan mempertahankan keutuhan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidupnya serta menjaga martabat dan harkat derajat manusia Indonesia.”

Menurut Dr. Djokosutono: Ketahanan nasional adalah “kemampuan suatu bangsa dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman yang muncul, dengan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan karakter nasional.”
Asas Ketahanan Nasional

Asas ketahanan nasional mencakup beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam membangun ketahanan suatu negara. Beberapa asas ini antara lain adalah kesatuan dan keselarasan, partisipasi aktif rakyat, kemandirian, keadilan, dan profesionalisme.

Fungsi Ketahanan Nasional

Fungsi ketahanan nasional adalah mengamankan dan melindungi kepentingan dan eksistensi negara serta rakyatnya dari ancaman dan tantangan. Ini mencakup fungsi pertahanan militer, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan.

Tujuan Ketahanan Nasional

Tujuan utama ketahanan nasional adalah menjaga keutuhan negara, kedaulatan, dan kesejahteraan rakyat dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Ciri-ciri Ketahanan Nasional

1. Keselarasan dan Kesatuan: Seluruh elemen ketahanan nasional harus bekerja bersama dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang sama.

2. Kemandirian: Negara memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah dan tantangan secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pihak luar.

3. Keberlanjutan: Ketahanan nasional mempertimbangkan faktor jangka panjang dan upaya berkelanjutan untuk menjaga keamanan dan stabilitas.

4. Responsibilitas Bersama: Semua lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan membangun ketahanan nasional.

5. Keseimbangan Antara Dimensi: Ketahanan nasional melibatkan berbagai dimensi seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan militer, yang semuanya harus seimbang dalam pengembangan.
B. BELA NEGARA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL 

1. Pengertian Bela Negara Menurut Undang-undang Dasar 1945

a. UU No. 3 Tahun 2002

Pengertian bela negara adalah sebuah sikap dan perilaku negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

b. UU No. 20 Tahun 2002 pasal 1, ayat 2

Pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

c. UU No. 56 Tahun 2002

Pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar   1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

2.Menurut Sunarso

Pengertian bela negara menurut Sunarso adalah mengandung empat esensial yang perlu dibela. Pertama, kemerdekaan dan kedaulatan negara. Kedua, kesatuan dan persatuan bangsa. Ketiga, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional. Keempat, nilai-nilai dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

3.Menurut Darji Darmodiharjo

Menurut Darji Darmodiharjo pengertian bela negara adalah dilaksanakannya doktrin keamanan yang nasional. Gunanya untuk berusaha menciptakan sebuah sistem pertahanan keamanan nasional. Keamanan nasional tersebut diharapkan mampu mengamankan serta mensukseskan perjuangan nasional pada umumnya.

4.Menurut Purnomo Yusgiantoro

Pengertian bela negara adalah sebuah sikap perilaku masyarakat. Sikap tersebut dijiwai dengan kecintaan pada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, untuk menjamin kelangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara.

5.Menurut Chaidir Basrie

Pengertian bela negara menurut Chaidir Basrie adalah sebuah sikap, tekad dan tindakan yang dilakukan oleh warga negara. Tindakan  tersebut dilakukan secara menyeluruh, terpadu teratur serta berkelanjutan dilandasi dengan rasa cinta kepada tanah air. Selain itu, juga terdapat sikap kesadaran bernegara Indonesia, kesadaran dalam berbangsa, kesakitan dan juga kesetiaan kepada Pancasila.
Tujuan bela negara, sebagai berikut:

1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

2. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara..

3. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Melestarikan budaya.

5. Menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara.

Unsur Dasar Bela Negara:

1. Cinta Tanah AirAir

Mencintai serta mengenal tanah air agar selalu berhati-hati dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat membahayakan  bangsa dan negara. Dengan cara mencintai kesenian, budaya serta produk dalam negri.
2. Kesadaran Berbangsa & bernegara

Sadar sebagai warga bangsa negara Indonesia dalam bentuk sikap, tingkah laku, dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa.  Dengan cara yang pertama yaitu sadar dalam hal suku, agama, keberagaman budaya, serta adat istiadat, yang kedua sadar dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan patuh terhadap peraturan serta undang-undang yang telah ada, yang ketiga yaitu berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara

Pancasila sebagai  pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Rasa yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dicapai dengan menumbuhkan kesadaran. Dengan mengamalkan pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menyelesaikan perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara musyawarah dan mufakat, dan pancasila dapat membentengi karakter dan mental bangsa dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negri.

4. Rela berkorban untuk bangsa & negara

Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dengan cara  Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan harta benda untuk kepentingan umum sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara, dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.

5. Memiliki kemampuan awal bela negara.

Secara mental (psikis) memiliki sifat disiplin, ulet, menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional dan memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan;.

Secara Jasmani (fisik) memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis.

Fungsi Bela Negara

1. Mencegah Ancaman Luar

Bela negara memainkan peran penting dalam mencegah ancaman dari pihak luar. Ini bisa berupa ancaman militer atau ancaman lainnya yang dapat membahayakan keamanan negara.

2. Menjaga Stabilitas Dalam Negeri

Bela negara juga membantu menjaga stabilitas dalam negeri dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bisa dilakukan dengan mempertahankan integritas negara dan menghindari aksi-aksi yang dapat memunculkan kekacauan dalam negeri.

3. Meningkatkan Kesadaran Nasionalisme

Bela negara juga membantu meningkatkan kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bela negara, yang membantu mempererat rasa kebersamaan dan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat.

4. Meningkatkan Solidaritas dan Kerja Sama

Bela negara membantu meningkatkan solidaritas dan kerja sama di kalangan masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan bela negara dan program-program lain yang mempromosikan kerja sama dan solidaritas antarwarga negara.

5. Memelihara Keamanan dan Stabilitas Wilayah

Bela negara membantu memelihara keamanan dan stabilitas wilayah dengan memastikan bahwa setiap warga negara memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam membela negara

C. ANTI KORUPSI 

Korupsi adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, moral, atau etika untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau fasilitas yang dimiliki. Korupsi merupakan salah satu masalah sosial yang serius dan merugikan bangsa dan negara.
Anti korupsi merupakan suatu upaya untuk melawan korupsi dan mencegah terjadinya tindakan korupsi. Prinsip anti korupsi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi, transparan, dan akuntabel.
Konsep Pendidikan Anti Korupsi
Pendidikan anti korupsi didasarkan pada beberapa konsep utama, yaitu:

1. Nilai-nilai integritas

Nilai-nilai integritas adalah nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar bagi seseorang untuk bertindak secara jujur, adil, transparan, bertanggung jawab, dan profesional. Nilai-nilai integritas harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak dan remaja agar mereka dapat mengembangkan karakter yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh praktik korupsi. 
2. Kesadaran hukum

 Kesadaran hukum adalah pemahaman dan penghargaan terhadap hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat. Kesadaran hukum penting untuk ditingkatkan agar masyarakat dapat mematuhi hukum, menghormati hak dan kewajiban sesama warga negara, serta menuntut penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku korupsi. Kesadaran hukum juga dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

3. Keterampilan hidup

Keterampilan hidup adalah kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan hidup dapat membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat, menyelesaikan masalah secara kreatif, berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dengan orang lain, mengelola emosi dan stres, serta mengembangkan diri secara positif. Keterampilan hidup juga dapat membantu masyarakat untuk menghindari perilaku koruptif seperti suap, gratifikasi, nepotisme, kolusi, dan manipulasi data.
Tujuan Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi memiliki beberapa tujuan umum, yaitu:
1. Membentuk generasi yang memiliki nilai-nilai integritas tinggi dan tidak mudah terlibat dalam praktik korupsi.

2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mereka dapat mematuhi hukum dan menuntut penegakan hukum terhadap pelaku korupsi.

3. Meningkatkan keterampilan hidup masyarakat agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat, menyelesaikan masalah secara kreatif, dan berperan aktif dalam memberantas korupsi.

4. Membangun budaya anti korupsi di berbagai sektor dan lapisan masyarakat, baik di lingkungan pemerintahan, swasta, maupun masyarakat sipil.

5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi
D. ANTI INTOLERANSI

Intoleransi adalah sikap tidak bisa menerima perbedaan, yang bisa menimbulkan konflik sosial dan terhambatnya rasa persatuan nasional.

